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Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi proses eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia serta berbagai 

hambatan yang sering muncul selama pelaksanaannya. Meskipun Hak Tanggungan memberikan hak 

istimewa kepada kreditur untuk mengeksekusi jaminan, dalam praktiknya eksekusi sering kali menghadapi 

tantangan, baik dari aspek hukum, administratif, maupun sosial. Studi ini menganalisis beberapa kasus 

yang memperlihatkan resistensi debitur, hambatan administratif, serta konflik sosial yang menghambat 

pelaksanaan eksekusi. Di samping itu, masalah dalam penentuan nilai objek jaminan dan proses penjualan 

di bawah tangan juga menjadi sorotan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kreditur 

memiliki dasar hukum yang kuat, terdapat kebutuhan akan reformasi dalam sistem hukum dan dukungan 

aparat dalam mempercepat dan memperjelas proses eksekusi Hak Tanggungan. Kesimpulannya, 

perlawanan hukum, penundaan administratif, serta faktor sosial harus diperhitungkan dalam upaya 

meningkatkan efektivitas eksekusi jaminan. 

Kata Kunci: Hak Tanggungan, Eksekusi, Hambatan Hukum. 
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PENDAHULUAN 

Hak Tanggungan merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan untuk memberikan 

jaminan pelunasan utang melalui objek berupa tanah atau benda-benda yang berkaitan dengan tanah. 

Konsep ini pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang lebih dikenal sebagai Undang-

Undang Hak Tanggungan (UUHT). Penerapan hak ini sering kali digunakan oleh lembaga keuangan, 

khususnya bank, sebagai bentuk jaminan bagi debitur yang mendapatkan pinjaman. Pemberian Hak 

Tanggungan memungkinkan kreditur (pihak yang memberi pinjaman) untuk mengeksekusi objek 

jaminan ketika debitur (pihak yang menerima pinjaman) gagal memenuhi kewajibannya atau 

wanprestasi. Hal ini memberikan posisi yang lebih kuat kepada kreditur untuk mengamankan hak-

haknya dalam proses penagihan utang. 

Namun, meskipun secara teoritis Hak Tanggungan dianggap sebagai bentuk jaminan yang 

efektif dan melindungi kepentingan kreditur, dalam praktiknya eksekusi Hak Tanggungan sering kali 

menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu masalah utama yang sering dihadapi 

adalah resistensi dari pihak debitur yang cenderung menolak atau memperlambat proses eksekusi, 

bahkan ketika mereka telah dinyatakan wanprestasi oleh pengadilan. Resistensi ini sering kali 

menyebabkan proses eksekusi menjadi panjang dan rumit, yang pada akhirnya merugikan pihak 

kreditur. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, debitur tidak mau menyerahkan objek Hak 

Tanggungan secara sukarela, sehingga memaksa kreditur untuk mengambil langkah hukum yang 

lebih panjang, seperti menggugat melalui pengadilan atau melibatkan aparat penegak hukum. 

Di samping itu, birokrasi yang rumit dalam sistem peradilan dan administrasi negara juga 

sering kali menjadi salah satu faktor penghambat eksekusi Hak Tanggungan. Meskipun UUHT telah 

mengatur bahwa eksekusi dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau penjualan di bawah 

tangan, dalam kenyataannya prosedur administrasi untuk melaksanakan pelelangan sering kali 

memakan waktu yang cukup lama. Kantor Lelang Negara sebagai lembaga yang berwenang 

melaksanakan pelelangan terkadang membutuhkan waktu yang lama dalam proses administrasi, 

mulai dari pemberitahuan pelelangan hingga pelaksanaannya. Hal ini tentu saja berdampak pada 

keterlambatan proses eksekusi, yang merugikan kreditur dalam memperoleh haknya. 

Pelelangan umum, sebagai salah satu cara eksekusi Hak Tanggungan, diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 

Berdasarkan peraturan ini, setiap pelaksanaan pelelangan harus mengikuti prosedur yang ketat, mulai 

dari pengumuman lelang, penilaian aset, hingga pelaksanaan lelang di hadapan pejabat lelang. Meski 

demikian, dalam praktiknya, prosedur ini sering kali menjadi salah satu sumber permasalahan karena 

adanya hambatan administratif, baik dari pihak kreditur maupun dari pihak Kantor Lelang itu sendiri. 

Salah satu contoh hambatan yang sering terjadi adalah keterlambatan dalam penetapan tanggal 

pelelangan dan kurangnya transparansi dalam proses penilaian harga objek lelang. 

Selain pelelangan umum, penjualan di bawah tangan juga menjadi opsi eksekusi Hak 

Tanggungan yang diatur dalam UUHT. Penjualan di bawah tangan biasanya dipilih karena dianggap 

lebih fleksibel dan cepat dibandingkan dengan pelelangan umum. Namun, penjualan di bawah tangan 

harus didasarkan pada persetujuan antara kreditur dan debitur, serta harga penjualan harus sesuai 

dengan harga pasar yang wajar. Di sini muncul potensi masalah ketika debitur menolak harga yang 

ditawarkan atau tidak bersedia bekerja sama dalam proses penjualan. Penolakan dari debitur ini 

sering kali menyebabkan kreditur kesulitan untuk melaksanakan eksekusi, karena tanpa persetujuan 

debitur, penjualan di bawah tangan tidak dapat dilaksanakan. 

Lebih lanjut, kendala-kendala dalam eksekusi Hak Tanggungan juga tidak terlepas dari 

kompleksitas sistem peradilan di Indonesia. Sistem peradilan yang lambat dan birokrasi yang 

panjang sering kali menjadi hambatan tersendiri dalam menyelesaikan sengketa terkait eksekusi Hak 

Tanggungan. Banyaknya kasus yang menumpuk di pengadilan, serta waktu yang dibutuhkan untuk 
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mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, sering kali memperlambat proses eksekusi. 

Tidak jarang pula, proses eksekusi harus menunggu hasil keputusan pengadilan yang memakan 

waktu bertahun-tahun, yang pada akhirnya mengakibatkan kreditur kehilangan waktu dan biaya yang 

tidak sedikit. 

Resistensi dari debitur juga menjadi salah satu masalah yang paling sering dihadapi dalam 

praktik eksekusi Hak Tanggungan. Pada umumnya, debitur yang sudah dinyatakan wanprestasi oleh 

pengadilan cenderung enggan menyerahkan objek Hak Tanggungan, terutama jika objek tersebut 

memiliki nilai emosional yang tinggi, seperti rumah tinggal atau aset yang sangat penting bagi 

mereka. Dalam beberapa kasus, debitur bahkan mencoba untuk memindahkan aset tersebut secara 

ilegal sebelum eksekusi dilakukan, sehingga kreditur kesulitan untuk mengeksekusi aset tersebut. 

Hal ini semakin diperparah dengan adanya campur tangan pihak ketiga, seperti keluarga atau pihak 

yang berkepentingan lainnya, yang memperpanjang proses eksekusi. 

Pada konteks eksekusi melalui pengadilan, meskipun UUHT telah mengatur bahwa Hak 

Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap, dalam praktiknya proses eksekusi sering kali memerlukan langkah hukum 

tambahan. Dalam banyak kasus, kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan 

negeri, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri. 

Proses ini memakan waktu yang tidak sedikit dan sering kali menghadapi hambatan di lapangan, 

seperti resistensi dari debitur atau kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum dalam 

melaksanakan eksekusi. 

Di sisi lain, penegakan hukum dalam proses eksekusi Hak Tanggungan juga menjadi sorotan, 

terutama terkait dengan keberpihakan aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, aparat penegak 

hukum dianggap tidak netral dan lebih berpihak pada salah satu pihak, baik kreditur maupun debitur. 

Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap proses eksekusi yang dilakukan, 

terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pihak yang memiliki kekuatan atau pengaruh tertentu. 

Sebagai contoh, dalam beberapa kasus eksekusi, debitur yang memiliki hubungan dengan pihak 

berwenang cenderung mendapatkan perlindungan yang lebih besar, sehingga eksekusi sulit 

dilakukan meskipun telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah ketidaktransparanan dalam pelaksanaan 

pelelangan umum. Meski secara formal pelelangan dilakukan di hadapan pejabat lelang, sering kali 

proses ini dianggap kurang transparan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Salah satu contohnya 

adalah adanya dugaan manipulasi harga lelang oleh oknum yang terlibat, sehingga harga yang 

diperoleh dari hasil lelang jauh di bawah harga pasar. Hal ini tentu saja merugikan kreditur, karena 

mereka tidak dapat memperoleh pelunasan utang secara maksimal. Selain itu, kurangnya akses 

informasi yang jelas terkait pelaksanaan lelang juga menjadi salah satu faktor yang memperparah 

situasi, di mana banyak pihak yang merasa tidak dilibatkan secara penuh dalam proses tersebut. 

Pengaruh ekonomi makro juga tidak bisa diabaikan dalam konteks eksekusi Hak Tanggungan. 

Kondisi ekonomi yang tidak stabil, seperti inflasi atau resesi, dapat mempengaruhi nilai aset yang 

dijaminkan, yang pada gilirannya mempengaruhi keberhasilan eksekusi. Pada saat krisis ekonomi, 

nilai pasar dari objek Hak Tanggungan cenderung turun, sehingga kreditur sering kali tidak bisa 

mendapatkan pelunasan utang sesuai dengan nilai yang diharapkan. Sebaliknya, pada saat kondisi 

ekonomi sedang baik, nilai aset bisa meningkat, tetapi eksekusi tetap mengalami hambatan karena 

faktor-faktor lain seperti birokrasi dan resistensi debitur. 

Dalam konteks yang lebih luas, eksekusi Hak Tanggungan juga memiliki implikasi sosial yang 

signifikan. Pada kasus-kasus tertentu, eksekusi terhadap aset-aset penting, seperti rumah tinggal, 

dapat menimbulkan dampak sosial yang cukup besar, terutama jika objek yang dieksekusi 

merupakan tempat tinggal satu-satunya bagi debitur. Dalam beberapa kasus, hal ini bahkan memicu 

konflik sosial di masyarakat, terutama jika eksekusi dilakukan dengan cara yang dianggap tidak 
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manusiawi atau tidak adil. Oleh karena itu, meskipun secara hukum kreditur memiliki hak untuk 

mengeksekusi objek jaminan, faktor sosial dan kemanusiaan juga harus dipertimbangkan dalam 

setiap proses eksekusi. 

Melihat kompleksitas masalah yang muncul dalam eksekusi Hak Tanggungan, penting bagi 

semua pihak yang terlibat, baik itu kreditur, debitur, aparat penegak hukum, maupun lembaga 

pelaksana lelang, untuk memahami secara mendalam setiap prosedur dan ketentuan yang berlaku. 

 Proses eksekusi harus dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum 

yang ada, guna memastikan bahwa semua pihak mendapatkan hak mereka secara proporsional. 

Selain itu, reformasi dalam sistem peradilan dan administrasi juga perlu dilakukan untuk 

mempercepat dan menyederhanakan prosedur eksekusi Hak Tanggungan, sehingga kreditur dapat 

lebih cepat mendapatkan pelunasan utang tanpa mengorbankan hak-hak debitur. 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana prosedur eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku? 

2. Apa saja masalah umum yang sering terjadi dalam proses eksekusi Hak Tanggungan? 

3. Bagaimana solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menjelaskan prosedur eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

2. Mengidentifikasi masalah-masalah umum yang muncul saat eksekusi Hak Tanggungan dilakukan. 

3. Memberikan solusi untuk mengatasi hambatan dalam proses eksekusi Hak Tanggungan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, di mana data yang digunakan berasal dari 

bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan 

terkait Hak Tanggungan, seperti UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan 

Menteri Keuangan terkait pelelangan. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup literatur, 

jurnal, dan karya ilmiah yang membahas proses eksekusi Hak Tanggungan dan masalah-masalah 

yang terjadi dalam praktik. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Landasan Teori 

Hak Tanggungan merupakan hak jaminan yang khusus diberikan kepada kreditur atas tanah 

dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagai jaminan pelunasan utang debitur. Instrumen 

ini telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT). UUHT secara khusus 

mengatur bahwa Hak Tanggungan memberikan kedudukan istimewa kepada kreditur, di mana 

kreditur yang memegang Hak Tanggungan berhak untuk mengeksekusi jaminan tersebut apabila 

debitur gagal memenuhi kewajibannya. 

Menurut Pasal 1 ayat 1 UUHT, Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada 

hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria, berikut atau tidak 

berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang 

tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-

kreditur lain. Dalam konteks ini, kreditur pemegang Hak Tanggungan (biasanya lembaga keuangan) 

memiliki hak istimewa untuk menuntut pelunasan utang melalui eksekusi terhadap objek Hak 

Tanggungan tersebut apabila debitur gagal membayar utang sesuai perjanjian. 



Simanjuntak, dkk. Eksplorasi Cara Eksekusi Hak Tanggungan Dan Masalah Umum Saat Proses Eksekusinya. 

93 

 

 

Eksekusi Hak Tanggungan sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain melalui 

pelelangan umum atau penjualan di bawah tangan. Pelelangan umum biasanya dilaksanakan oleh 

Kantor Lelang Negara yang bertindak sebagai lembaga resmi untuk menjual aset jaminan melalui 

mekanisme lelang terbuka. Penjualan di bawah tangan, di sisi lain, dapat dilakukan berdasarkan 

persetujuan antara kreditur dan debitur, namun harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk harga 

penjualan yang wajar sesuai dengan harga pasar. 

Teori yang mendasari pengaturan Hak Tanggungan ini berakar pada teori jaminan kebendaan, 

di mana jaminan yang melekat pada suatu benda memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut 

pelunasan utang dari benda tersebut, bahkan jika benda tersebut berpindah tangan. Hak Tanggungan 

memiliki sifat droit de suite, artinya hak jaminan tetap melekat pada objek jaminan meskipun terjadi 

peralihan kepemilikan atas objek tersebut. Ini memberikan keamanan tambahan kepada kreditur 

karena mereka dapat mengeksekusi jaminan tersebut, walaupun objek tersebut telah dialihkan kepada 

pihak ketiga. 

Teori eksekusi jaminan yang diadopsi dalam UUHT juga mengakui bahwa eksekusi harus 

dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Menurut teori ini, kreditur berhak untuk 

mengeksekusi jaminan, namun harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku guna melindungi hak-

hak debitur serta pihak ketiga yang mungkin terkait dengan objek jaminan. Prosedur ini melibatkan 

mekanisme hukum formal, seperti permohonan eksekusi ke pengadilan negeri, atau pelelangan 

umum melalui Kantor Lelang Negara, yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses eksekusi 

dilakukan secara transparan dan adil. 

Salah satu teori penting lainnya yang terkait dengan eksekusi Hak Tanggungan adalah teori 

wanprestasi. Menurut teori ini, eksekusi Hak Tanggungan hanya dapat dilakukan apabila debitur 

telah dinyatakan wanprestasi, yaitu gagal memenuhi kewajiban kontraktual sesuai dengan perjanjian 

utang piutang. Kegagalan debitur untuk membayar utang pada waktu yang telah ditentukan 

memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pelunasan utang melalui eksekusi objek jaminan. 

Ini diatur secara jelas dalam Pasal 6 UUHT, yang menyatakan bahwa apabila debitur wanprestasi, 

kreditur pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan 

tersebut melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan dari debitur. 

Teori kepentingan kreditur juga mendasari eksekusi Hak Tanggungan, di mana kreditur 

memiliki hak prioritas atas hasil penjualan objek jaminan. Prinsip ini dikenal sebagai paritas 

creditorium, yang memberikan hak istimewa kepada kreditur pemegang Hak Tanggungan untuk 

mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dibandingkan kreditur lain yang tidak memiliki Hak 

Tanggungan. Hak prioritas ini menciptakan keamanan hukum bagi kreditur dalam memberikan 

pinjaman, karena mereka dijamin memperoleh pelunasan utang dari hasil eksekusi objek jaminan. 

Dalam pelaksanaannya, teori ini juga dihadapkan pada prinsip proportionality, di mana 

eksekusi Hak Tanggungan harus seimbang antara kepentingan kreditur dan hak-hak debitur. Oleh 

karena itu, meskipun kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan, mereka tidak boleh 

bertindak sewenang-wenang dan harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, 

eksekusi Hak Tanggungan tidak hanya berfokus pada kepentingan kreditur, tetapi juga 

memperhitungkan hak-hak debitur sebagai pihak yang terlibat dalam perjanjian utang piutang. 

B. Pembahasan 

Dalam konteks eksekusi Hak Tanggungan, berbagai faktor dan tantangan yang dihadapi dalam 

praktik pelaksanaannya dapat dijelaskan melalui beberapa perspektif. Pembahasan ini akan fokus 

pada implementasi eksekusi Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

hambatan yang dihadapi di lapangan, serta upaya penyelesaiannya. 

C. Implementasi Eksekusi Hak Tanggungan 

Implementasi eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia telah diatur secara rinci dalam UUHT, 

yang memberikan dasar hukum bagi kreditur untuk menuntut  pelunasan utang dari objek 
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jaminan. Eksekusi ini bisa dilakukan melalui dua  mekanisme utama, yaitu pelelangan umum dan 

penjualan di bawah tangan.  Dalam praktiknya, kreditur lebih sering menggunakan pelelangan 

umum, karena  dianggap lebih transparan dan lebih sesuai dengan ketentuan formal yang diatur oleh 

undang-undang. 

Pelelangan umum dilakukan melalui Kantor Lelang Negara, yang bertindak  sebagai lembaga 

resmi untuk melelang objek Hak Tanggungan yang akan  dieksekusi. Proses pelelangan ini dimulai 

dengan pemberitahuan kepada debitur bahwa objek Hak Tanggungan akan dilelang karena debitur 

telah wanprestasi. Setelah pemberitahuan, Kantor Lelang Negara melakukan penilaian terhadap 

 objek yang akan dilelang untuk menentukan nilai pasar yang wajar. 

Namun, meskipun sudah ada prosedur yang jelas, pelaksanaan pelelangan ini sering kali tidak 

berjalan lancar. Birokrasi yang berbelit-belit, mulai dari pengajuan permohonan eksekusi hingga 

pelaksanaan lelang, sering menjadi hambatan bagi kreditur untuk mendapatkan pelunasan utangnya. 

Selain itu, resistensi dari debitur juga sering kali menghambat proses eksekusi. Tidak sedikit debitur 

yang mencoba menghindari pelelangan dengan mengajukan keberatan di pengadilan atau menolak 

memberikan akses kepada objek jaminan. 

Penjualan di bawah tangan, sebagai alternatif dari pelelangan umum, juga sering dihadapkan 

pada tantangan. Meskipun proses ini lebih fleksibel karena dapat dilakukan atas dasar kesepakatan 

antara kreditur dan debitur, banyak kasus di mana debitur tidak bersedia bekerja sama atau menolak 

harga yang ditawarkan oleh kreditur. Akibatnya, kreditur harus kembali menempuh jalur hukum 

untuk mengeksekusi Hak Tanggungan melalui pengadilan atau pelelangan umum. 

Dalam praktiknya, eksekusi Hak Tanggungan sering kali menghadapi berbagai hambatan, baik 

dari segi hukum, administratif, maupun sosial. Berikut adalah beberapa hambatan utama yang sering 

dihadapi dalam proses eksekusi: 

A. Resistensi Debitur 

   Salah satu hambatan terbesar dalam eksekusi Hak Tanggungan adalah resistensi dari debitur. 

Banyak debitur yang menolak eksekusi, bahkan setelah mereka dinyatakan wanprestasi oleh 

pengadilan. Debitur sering kali menggunakan berbagai cara untuk menghambat eksekusi, seperti 

mengajukan gugatan balik di pengadilan atau menolak menyerahkan objek jaminan. Dalam beberapa 

kasus, debitur bahkan mengalihkan aset secara ilegal sebelum eksekusi dilakukan, sehingga kreditur 

kesulitan untuk mendapatkan pelunasan utangnya. 

B. Keterbatasan Birokrasi 

  Proses administrasi yang panjang dan birokrasi yang rumit juga menjadi salah satu hambatan 

utama dalam eksekusi Hak Tanggungan. Meskipun UUHT telah memberikan dasar hukum yang 

jelas, pelaksanaan di lapangan sering kali terhambat oleh berbagai prosedur administratif yang 

memakan waktu lama. Misalnya, proses pelelangan melalui Kantor Lelang Negara sering kali 

membutuhkan waktu yang lama, mulai dari penilaian objek hingga pelaksanaan lelang. 

C. Kurangnya Dukungan Penegak Hukum 

  Dalam beberapa kasus, kreditur juga menghadapi hambatan dari pihak aparat penegak hukum 

yang kurang responsif dalam mendukung pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan. Meskipun 

eksekusi Hak Tanggungan memiliki kekuatan hukum yang jelas, tanpa dukungan dari aparat hukum, 

pelaksanaan eksekusi di lapangan sering kali mengalami kendala, terutama jika debitur melakukan 

perlawanan secara fisik atau menolak memberikan akses ke objek jaminan. 

D. Studi Kasus: Eksekusi Hak Tanggungan dalam Praktik 

Dalam praktik, eksekusi Hak Tanggungan tidak selalu berjalan mulus seperti yang diharapkan 

oleh kreditur. Banyak contoh kasus yang menunjukkan adanya hambatan hukum, sosial, dan 

administratif yang memperlambat atau bahkan menggagalkan proses eksekusi, meskipun secara 

hukum kreditur berhak atas pelaksanaan eksekusi tersebut. Studi kasus ini akan menganalisis 

beberapa situasi konkret yang menggambarkan kompleksitas dalam pelaksanaan eksekusi Hak 
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Tanggungan. 

a. Kasus Bank X vs. PT ABC: Hambatan Administratif dan Resistensi Debitur  

Salah satu studi kasus yang menarik perhatian adalah sengketa eksekusi antara Bank X dan PT 

ABC, di mana PT ABC telah mengajukan pinjaman besar dengan jaminan Hak Tanggungan berupa 

tanah dan bangunan di kawasan strategis. PT ABC gagal memenuhi kewajiban pembayaran 

angsuran, yang menyebabkan Bank  X, sebagai pemegang Hak Tanggungan, berhak untuk 

mengeksekusi tanah dan bangunan tersebut. 

Setelah debitur dinyatakan wanprestasi, Bank X memulai proses eksekusi dengan mengajukan 

permohonan pelelangan ke Kantor Lelang Negara. Namun, dalam  proses ini, beberapa hambatan 

muncul. Pertama, terdapat masalah dalam  penentuan nilai objek jaminan. Debitur berusaha 

menghalangi penilaian oleh  Kantor Lelang Negara dengan menyatakan bahwa nilai aset jauh lebih 

tinggi  daripada yang dinyatakan oleh penilai independen. PT ABC mengajukan gugatan  bahwa 

lelangan tidak dapat dilaksanakan karena harga yang ditentukan tidak wajar.   

 Masalah ini menunda proses lelang selama beberapa bulan karena pihak debitur  terus 

mengajukan keberatan di pengadilan. Pengadilan pun harus memeriksa kembali nilai pasar dari objek 

Hak Tanggungan, yang mengharuskan penunjukan  penilai baru. Selama masa penundaan ini, nilai 

aset sempat menurun karena penurunan pasar properti, yang kemudian memperumit situasi bagi 

kreditur.  

 Resistensi debitur juga terjadi dalam bentuk penolakan untuk menyerahkan dokumen legal 

terkait tanah dan bangunan yang dijaminkan. PT ABC berulang kali mengajukan keberatan terhadap 

pelelangan, dengan alasan bahwa dokumen yang diajukan oleh kreditur tidak lengkap. Meskipun 

akhirnya Bank X berhasil memenuhi semua persyaratan administrasi, hambatan ini menambah waktu 

yang  diperlukan untuk menyelesaikan eksekusi. 

 Kasus ini menyoroti bagaimana proses administratif yang berlarut-larut dapat menghalangi 

eksekusi Hak Tanggungan yang seharusnya berjalan lancar. Birokrasi yang rumit, perbedaan 

penilaian harga, serta tindakan perlawanan dari debitur sering kali memperlambat proses ini, bahkan 

dalam kondisi di mana kreditur telah memenuhi persyaratan hukum. 

b. Kasus Eksekusi Properti Perumahan: Resistensi Debitur dan Konflik Sosial 

Kasus berikutnya melibatkan seorang debitur perorangan yang mengalami gagal bayar 

terhadap pinjaman yang dijamin dengan Hak Tanggungan atas sebuah rumah yang terletak di daerah 

perkotaan. Kreditur, dalam hal ini sebuah bank, berupaya untuk mengeksekusi Hak Tanggungan 

melalui pelelangan umum setelah debitur dinyatakan wanprestasi. 

Namun, proses eksekusi menghadapi perlawanan yang sangat kuat dari debitur. Debitur tidak 

hanya menolak untuk menyerahkan rumah tersebut, tetapi juga menggandeng masyarakat sekitar 

untuk menghalangi eksekusi. Rumah yang  menjadi objek eksekusi terletak di lingkungan yang 

padat penduduk, dan debitur berhasil mendapatkan dukungan dari warga sekitar dengan narasi bahwa 

eksekusi ini tidak adil dan mengancam kehidupan keluarganya. 

Situasi ini menimbulkan konflik sosial, di mana masyarakat sekitar menghalangi akses aparat 

hukum dan pihak bank ke rumah yang akan dieksekusi. Masyarakat sekitar bahkan melakukan protes 

di depan Kantor Lelang Negara untuk menunda pelelangan. Konflik semacam ini sering kali terjadi, 

terutama ketika objek jaminan adalah properti yang menjadi tempat tinggal utama debitur. 

Pada akhirnya, eksekusi Hak Tanggungan ini memakan waktu lebih dari satu tahun  karena 

kreditur harus menunggu keputusan pengadilan yang menguatkan hak eksekusi mereka, serta 

mengatasi konflik sosial yang muncul di lapangan.  Walaupun secara hukum kreditur berhak 

mengeksekusi Hak Tanggungan, resistensi sosial dari lingkungan tempat tinggal debitur 

memperlambat pelaksanaan hak tersebut. 

Dampak sosial dari eksekusi Hak Tanggungan seperti ini sering kali kurang diperhitungkan 

dalam proses hukum. Masyarakat cenderung melihat eksekusi sebagai tindakan yang tidak 
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manusiawi, terutama jika debitur menggambarkan diri mereka sebagai korban ketidakadilan 

ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa eksekusi Hak Tanggungan, meskipun sah secara hukum, 

dapat menjadi isu sosial yang sensitif, terutama ketika melibatkan properti yang digunakan sebagai 

tempat tinggal. 

c. Kasus Penjualan di Bawah Tangan yang Gagal: Masalah Negosiasi antara Kreditur dan Debitur 

Penjualan di bawah tangan adalah salah satu cara yang diatur dalam UUHT sebagai alternatif 

pelelangan umum. Penjualan ini dilakukan atas dasar kesepakatan antara kreditur dan debitur, 

dan sering kali dianggap sebagai solusi  yang lebih cepat dan efisien dibandingkan pelelangan 

formal. Namun, dalam beberapa kasus, proses ini justru menimbulkan masalah baru. 

Salah satu contoh yang relevan adalah kasus di mana sebuah bank berusaha menjual objek Hak 

Tanggungan berupa pabrik milik debitur yang sudah dinyatakan wanprestasi. Pihak kreditur dan 

debitur sepakat untuk melakukan penjualan di bawah tangan dengan harapan bahwa proses ini dapat 

lebih cepat dan menguntungkan kedua belah pihak. Namun, negosiasi harga antara kreditur dan 

debitur gagal mencapai kesepakatan. 

Debitur mengajukan harga yang jauh di atas nilai pasar, dengan alasan bahwa pabrik tersebut 

memiliki potensi keuntungan besar di masa depan. Sementara itu, kreditur bersikeras bahwa 

penjualan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar  yang ditentukan oleh penilai independen. 

Akibatnya, proses penjualan di bawah tangan ini mandek, dan kreditur akhirnya harus kembali 

menempuh jalur pelelangan umum. 

 Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun penjualan di bawah tangan dapat menjadi alternatif 

yang lebih fleksibel, kurangnya kesepakatan harga sering kali menjadi hambatan utama. Penjualan di 

bawah tangan hanya dapat berhasil jika kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan yang adil, 

yang tidak selalu mudah terjadi, terutama ketika debitur merasa bahwa aset mereka undervalued oleh 

kreditur. 

Selain itu, dalam kasus ini, debitur juga memanfaatkan penundaan penjualan di bawah tangan 

untuk mencari pembeli lain yang mungkin bersedia membayar harga lebih tinggi, yang 

memperpanjang proses eksekusi. Pada akhirnya, kreditur  harus kembali ke jalur pelelangan umum 

yang memakan waktu lebih lama dan menambah biaya tambahan, meskipun awalnya mereka 

berharap proses penjualan di bawah tangan dapat menyelesaikan masalah dengan lebih cepat. 

Dari ketiga studi kasus di atas, ada beberapa poin penting yang dapat diambil sebagai 

pembelajaran dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia. Pertama, resistensi dari 

debitur, baik dalam bentuk perlawanan hukum maupun konflik sosial, merupakan tantangan utama 

yang sering kali memperlambat atau menghalangi proses eksekusi. Meskipun UUHT telah 

memberikan hak yang kuat kepada kreditur, hambatan administratif, perlawanan  debitur, dan 

dinamika sosial di lapangan sering kali menyebabkan eksekusi berjalan jauh lebih lambat daripada 

yang diharapkan. 

Kedua, kurangnya kesepahaman antara kreditur dan debitur mengenai nilai objek Hak 

Tanggungan sering kali menjadi masalah dalam proses penjualan di bawah tangan. Hal ini 

menunjukkan perlunya mekanisme yang lebih transparan dan efisien dalam menentukan harga pasar 

yang adil bagi kedua belah pihak. 

Ketiga, kasus-kasus ini juga menunjukkan perlunya peran yang lebih proaktif dari aparat 

penegak hukum dalam mendukung pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan. Tanpa dukungan yang 

kuat dari pihak berwenang, eksekusi sering  kali gagal atau tertunda, terutama ketika ada resistensi 

dari debitur atau masyarakat sekitar. 

Dengan memahami berbagai tantangan yang dihadapi dalam eksekusi Hak Tanggungan, baik 

kreditur maupun debitur dapat lebih mempersiapkan diri dalam menyelesaikan sengketa utang 

piutang secara lebih efektif dan adil. 
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KESIMPULAN 

Proses eksekusi Hak Tanggungan, meskipun diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-

undangan, masih menghadapi berbagai hambatan dalam praktiknya. Hambatan-hambatan tersebut 

antara lain resistensi dari debitur, birokrasi yang berbelit-belit, serta kurangnya transparansi dalam 

proses pelelangan. Hal ini menyebabkan kreditur sering kali dirugikan, dan proses eksekusi 

memakan waktu yang lama . 

Saran 

Untuk memperbaiki masalah yang terjadi, beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain: 

a. Perbaikan prosedur administrasi dan penguatan aturan yang mewajibkan debitur untuk lebih 

kooperatif selama proses eksekusi. 

b. Meningkatkan transparansi dalam pelelangan umum dengan melibatkan lembaga yang 

independen dan terpercaya dalam pelaksanaannya . 

c. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan penjualan di bawah tangan, untuk memastikan 

harga yang didapatkan adil bagi semua pihak . 
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